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Abstract : Irrigation management using Dharma Tirtamodel in Tegal City and Regency of
Central Javaneeds more advanceinstitution alternative trestment. Empowerment of farmer
shows problematic situation. Local autonomy also needs strong |eadership and vision to

promote agricultural sector.
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Pendahuluan

Baru-baruini penulisberkunjung ke
kampung halaman di sebuah K abupaten
di Jawa Tengah. Karena sedang
menyusun disertasi yang berkaitan
dengan pengelolaan sumberdaya air,
penulis melakukan pengamatan sekaligus
wawancaradengan berbagai pihak yang
terkait dengan persoalan pengelolaan
sumberdaya air. Persoalan ini sangat
penting, bahkan sudah diungkap pada
1971 oleh Gary Hansen dengan
menyebutkan sistem irigasi sebagai
berikut:

”Barangkali  masalah yang
paling gawat adalah pengelolaan
dan pemeliharaan sistem irigasi.
Semenjak perang dunia I,
Departemen Pekerjaan Umum
tidak  dapat memeriksa
kemerosotan-kemerosotan yang
dapat dari saluran-saluran irigas
yang menyelusuri wilayah
persawahan di dataran rendah
Pulau jawa.”

*) Staf Pengajar FISIP Univ. Indonesia

Perwujudan dari rasa pentingnya
persoalan air, pada level Kabupaten/
Kota dikembangkan instansi berbentuk
Dinas PU Pengairan yang mengurusi
persoalan tersebut.

Dinasini berhubungan erat dengan
para petani pemakai air. Dinas ini
memiliki struktur front-liner berupa
UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
yang mengurus langsung saluran-saluran
air dan berhubungan langsung dengan
parapetani pemakai air. Di sini terdapat
Seksi Pengamat air yang dikepalai oleh
seorang Pengamat yang membawahi
beberapa Mantri pengairan.

Mentri pengairan merupakan aparat
terdepan yang mengurusi saluran-saluran
air dan berhadapan langsung dengan para
petani, walaupun seorang Mantri
pengairan sendiri dilengkapi puladengan
beberapaanak buah yang dikenal seperti
diungkap di atas, sebagai Waker.
Seringkali Waker yang terjun langsung
mengontrol saluran air dan berhadapan
langsung dengan para petani, tetapi tidak
menutup kemungkinan Mantri
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pengairannya pun melakukan hal
semacam.

Dalam aturan struktur terbaru
Waker diberi terminologi Petugas
Penjaga Pintu Air (Petugas PPA).
Jumlah personil Dinas PU pengairan
berdasarkan data yang diperoleh dari
Pimpinan PU pengairan terdapat UPTD
6 buah di seluruh Kabupaten Tegal. Di
kantor Pusat Dinas PU Bidang pengairan
sendiri terdapat 30 Karyawan termasuk
pimpinan dan 139 karyawan di UPTD.
Total jumlah karyawan pengairan Dinas
PU Kabupaten Tegal adalah 169 orang.
Dilevel UPTD, dari 139 orang terdiri dari
kepala UPTD dan pengamat pengairan
masing-masing 6 orang, terdapat 26
mantri Pengairan dan 18 staf PPA, serta
83 karyawan harian lapangan. Di Kota
Tegal karena tidak mengurusi soal
pengairan bagi Petani, melainkan saluran
air (drainase) Kotasgja, jumlahtotalnya
hanya 17 orang.

Di seluruh wilayah di Kabupaten
dan KotaTegal terdapat |ebih kurang 100
buah Daerahirigasi yang terbagi dalam
enam ranting. Para pengamat Air atau
UPTD ini dikembangkan mengikuti
adanya daerah irigasi tersebut. Masing-
measing daerahirigasi dapat memiliki P3A
sendiri bahkan hingga 30-an P3A
DharmaTirtatergantung luas areal tanah
danterdapatnyajaringanirigasi tersier.

Terdapat hubungan antara UPTD
dengan para petani yang dijalin melal ui
lembaga P3A Dharma Tirta, khususnya
hubungan antara Mantri Pengairan dan
atau Waker-nya dari UPTD dengan
Pelaksana Teknis dari Dharma Tirta
Berbagai data hasil wawancara hal
tersebut berkaitan dengan peran Dinas
PU pengairan dalam rangka pembinaan
Dharma Tirta tersebut.

Di Kabupaten dan KotaTegal tidak
semua keberadaan Pelaksana Teknis
yang dikembangkan sejak keluarnya PP
No. 22 dan 23 tahun 1982 yang
dioperasionalkan di JawaTengah melal ui
SK Gubernur Jawa Tengah No. 411.6/
97/1993 tentang Petunj uk Pembentukan
dan Pembinaan Perkumpulan Petani
Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta di
Provinsi Daerah Tingkat | JawaTengah,
berinduk pada P3A Dharma Tirta-nya.
Seorang Pelaksana teknis disebagian
besar di Kabupaten dan KotaTegal hadir
tanpa P3A Dharma Tirta. Oleh karena
itu masih lebih dikenal sebagai "ulu-ulu’.
Seperti disebut di muka, berdasarkan
data dari Dinas Pertanian masing-
masing, di Kabupaten Tegal baru 126
buah dari 469 kelompok petani dan di
KotaTegal baru 8 buah dari sejumlah 38
buah kelompok Petani.

Organisasi Pengairan Di Level
Grassr oot

Sejak lama Ulu-ulu merupakan
jabatan prestisius dimata petani karena
dipilih dari para petani untuk mewakili
para petani dalam pembagian air di
antaraparapetani di dalamwilayahnya.
Ulu-uluini bertugas mengatur pembagian
air sampai pada setiap jengkal sawah
petani padajaringan tersier.

Dalam pasal 7 PP No. 77 Tahun
2001 tentang irigasi, diatur dua
kelembagaan yang penting dalam
penggunaan sumberdaya air yakni
Komisi Irigasi dan P3A (perkumpulan
Petani Pemakai air). Keberadaannya
berada di bawah Pemerintah daerah
setempat (Kabupaten/ Kota). Berikut ini
petikan pasal tersebut ayat (1) sampai

(5):
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(1) Lembaga pengelola irigasi
meliputi instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, perkumpulan
petani pemakai air atau pihak lain
yang kegiatannya berkaitan dengan
pengelolaan irigasi sesuai dengan
kewenangannya dalam perencana
an, pembangunan, operasi dan
pemeliharaan, rehabilitasi, pening-
katan, dan pembiayaan jaringan
irigas.

(2) Petani pemakai air dapat
membentuk perkumpulan petani
pemakal air sampai tingkat daerah
irigasi sebagai lembaga yang
berwenang untuk mengatur
pengel olaan daerah irigasi sebagal
satu kesatuan pengel ol aan.

(3) Dalam rangka pemenuhan
kebutuhan air irigasi untuk berbagai
keperluan,  Bupati/Walikota
membentuk komisi irigasi yang
ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota.

(4) Komisi Irigasi sebagaimana
dimaksud dalamayat (3) mempunyai
fungsi membantu Bupati/Walikota
dalam peningkatan kinerja
pengelolaan irigasi, terutama pada
bidang penyediaan, pembagian, dan
pemberian air irigasi bagi tanaman
dan untuk keperluan lainnya serta
merekomendasikan prioritasalokas
danapengelolaanirigas Kabupaten/
Kota.

(5) Dalam rangka koordinasi
pengelolaan di daerah irigasi yang
jaringan utamanya berfungsi
multiguna, dapat dibentuk forum
koordinasi daerah irigasi.

Tampak sekali PP tersebut dipengaruhi
oleh ditetapkannya UU No. 22 Tahun

1999 yang memberikan otonomi luas
kepada Kabupaten/ Kota.

Sejak keluarnya PP tersebut
dirasakan perlu pengaturan lebih luas
tentang sumberdaya air yang mampu
menjadi dasar untuk mengatasi
permasalahan air secaraluasdi Indonesia
karenaUU No. 11 Tahun 1974 dirasakan
sudah tidak memadai lagi. Melalui
berbagai tahapan, akhirnya pada Maret
2004 ditetapkan UU No. 7 Tahun 2004
tentang SumberdayaAir.

Undang-undang ini mengakui
eksistensi pengelolaan air di bawah
lembaga yang berada di bawah
Pemerintah atau di bawah Pemerintah
daerah sesuai |okus sumberdayaairnya.
Di bawah UU ini, Dharma Tirta
mendapat naungan. Seperti ditulisoleh
Husain (2004) bahwa lembaga Dharma
Tirta yang mewujud dalam berbagai
sistemdi berbagai |okasi di JawaTengah
(di beberapa Kabupaten/ kota) masih
rendah kinerjanya.

Dalam laporan tersebut, Dharma
Tirta memiliki dasar kelembagaan SK
Gubernur No. 1 Tahun 2002 tentang
prosedur pengembangan P3A Dharma
Tirtadi tingkat Kabupaten/ kotadi Jawa
Tengah:

The province/regency level has
its own procedures for the
establishment of institutions.
According to Regional
Regulation of Central Java No.
1/ 2002, the procedures and its
related steps can be described
asfollows: 1. The establishment
of anaction unit of departmental
and non-departmental
government institutions, and
working units that will be
transferred to province, is
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regulated further by Regional
Regulation. 2. In case this
Regional Regulation is
effectively prevailing, then, all
regulations that are not in line
withthisregulation will bedrawn
and stated as no more valid. 3.
Matters that have not been
regulated yet by this Regional
Regulation, as long as dealing
withitsimplementation, will be
regulated further by the
Governor. This Regional
Regulation can be reviewed at
the latest after 2 years since its
enactment.

Dalam penelitian yang dilakukan
olehIWMI, ADB dan UGM ini dilakukan
perbandingan sistem yang dikembangkan
di Kalibawang Jogjakarta terhadap tiga
sistem yang ada di Jawa Tengah dalam

lingkungan DharmaTirtayakni Klambu
Kiri dan Glapan di Kabupaten
Kulonprogo, Krogowanan di Kabupaten
Magelang, dan Kalibawan di DIY.
Berikut ini data belanja dari ketiga
Dharma Tirta di Jawa tengah
dibandingkan dengan Kalibawang DIY:
Dari data di atas, terlihat Dharma
Tirta Jawa Tengah di ketiga tempat
masih berada di bawah sistem
pengelolaan air Kalibawang yang adadi
DIY. Diakui olen Husain bahwa
kelembagaan pemerintahan daerah baik
yang diatur melalui peraturan
perundangan tingkat nasional maupun
lokal masih menjadi faktor utama yang
menentukan keberadaan lembagaini.
Pada kondisi empirisdi Kabupaten
yang dikunjungi penulis, ditemui berbagai
hal yang layak dibahas dalam kaitannya
dengan pembagunan daerah dan dalam
konteks otonomi daerah. Sejak lama

Real Irrigation Expenditure
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Ulu-ulu merupakan jabatan prestisiusdi
matapetani karenadipilih dari parapetani
untuk mewakili para petani dalam
pembagian air di antara para petani di
dalam wilayahnya. Ulu-ulu ini bertugas
mengatur pembagian air sampal pada
setiap jengkal sawah petani pada
jaringantersier.

Posis Ulu-uludiis melalui pemilihan
langsung dari para petani pemakai air.
Oleh karena itu, sudah pasti syaratnya
adalah merekayang memiliki sawah atau
yang mengerjakan sawah (petani). Para
petani ini memiliki hak untuk memilihdan
dipilih dalam organisas Dharma Tirta
tersebut untuk kepentingan pengaturan
pengairan di persawahannya. Wilayah
kerja Ulu-ulu umumnya tidak simetris
dengan satu Desakarenajaringan tersier
di kabupaten dan KotaTegal selalulebih
dari satu Desa/ kelurahan. Dengan
demikian, seorang ulu-ulu jangkauan
kerjanyameliputi persawahan milik para
petani lebih dari satu Desa/ kelurahan.

Kelembagaan ulu-ulu ini di Jawa
Tengah, diperbaharui dengan peristilahan
Pelaksanateknisdari P3A DharmaTirta.
Organisasi ini secaranormative dikuasai
oleh Rapat Para Petani itu sendiri.
Organisasi ini juga memiliki susunan
seperti ditulis di muka. Sebenarnya
Pelaksana Teknis dibawahi oleh Ketua
organisasi tersebut, dan berkewajiban
mempertanggungjawabkan tugas-tugas-
nya kepada para petani melalui Ketua
P3A Dharma Tirta.

Berdasarkan temuan, para ulu-ulu
atau pelaksana teknis —disingkat dengan
Peltis- tidak memiliki sistemadministras
yang rapi. Para ulu-ulu tidak didukung
oleh sumberdaya yang memadai dan
profesional. Proses mengalirkan air
hingga ke sawah para selalu didasari

adanya pungutan dari ulu-ulu terhadap
para petani. Uang hasil pungutan ini
dianggap semata-mata milik ulu-ulu
bukan milik organisasi. Tidak adacatatan
samasekali terhadap proses pembayaran
dan proses pengairan tersebut.

Ulu-ulu dibantu oleh *Kyuyur” di
setiap desa ketika mereka melakukan
operasi pemantauan air maupun ketika
terdapat petani yang akan memintajatah
air bagi sawahnyadihubungkan oleh para
"’Kyuyur’-nya. Dengan demikian, kontak
ulu-ulu dengan para petani pun masih
dijembatani oleh para *kyuyur’ tersebut.

Ukuran uang pembayaran
tergantung dari luaslahan, dan yang pasti
tidak diambil melalui keputusan rapat
yang terorganisir secara rapi. Dengan
demikian seringkali terjadi kesepakatan
di antaraparapetani dengan parakyuyur
atau ulu-ulu itu sendiri. Jika tidak ada
uang, makatidak adaair.

Parapetani mengakui bahwaulu-ulu
merekaseringkali menyebut bahwa para
Mantri bersama Waker-nya di UPTD
Dinas PU Pengairan meminta sebagian
dari hasil pungutannya agar air dapat
mengalir ke wilayahnya. Jadi, hasil
pungutan ini pun bertingkat-tingkat.
Mungkin pulaMantri Pengairan bersama
Waker-nya dalam UPTD Dinas PU
pengairan akan bagi-bagi |agi ke pejabat
tingkat atasannya.

Satu orang ulu-ulu dapat memiliki
jangkauan wilayah kerja antara 200
petani hingga 300 petani dengan sawah
bervariasi luasnya. Satu kali mengairi
sawah berkisar dari Rp. 25.000 sampai
Rp. 100.000. Umumnya para petani
dalam satu tahun minimal 4 kali mengairi
sawah terutama pada kemarau dan
tergantung jenis tanamannya. Dengan
demikian satu orang ulu-ulu memiliki
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penghasilan minimal adalah: 4 x 25.000x
200 per tahun atau 20 juta per tahun
(minimal). Hasil ini dikurangi dengan
para kyuyurnya dan tentu tadi harus
memberi “setoran’ kepada pengamat air
di wilayahnya.

Jika katakan 10% saja dari 20 juta
makaseorang mantri Pengairan bersama
Waker-nya dapat memperoleh uang 2
jutasetahun dikalikan jumlah ulu-ulu di
Daerah irigasi atau ranting irigasi yang
menjadi wilayah kerjanya. Seorang
mantri pengairan bersama Waker-nya
dapat membawahi 5-8 ulu-ulu. Dengan
demikian minimal seorang pengamat air
dalam setahun dapat uang 10 juta dari
parapetani.

Walaupun ulu-ulu dipilih langsung,
mereka tidak memiliki kekuatan untuk
mengumpulkan para petani dan ini
dibiarkan oleh ulu-uluitu sendiri. Bahkan
organisas P3A DharmaTirta-nyasendiri,
kalaupun mengundang petani harus
mengetahui para kepala Desa yang
menjadi bagian dari jangkauan wilayah
P3A Dharma Tirta. Bahkan Pelaksana
teknis atau ulu-ulu yang Dharma Tirta
nya belum terbentuk, sama sekali tidak
memiliki kekuatan mengundang petani-
petani yang jangkauan wilayah kerjanya
sudah melebihi satu Desa. Pelaksana
" Apabila seseorang mengamati beberapa
instansi yang ikut serta dalam program
produksi beras, maka peranan pamong
praja dalam administrasi program
pertanian diperkirakan semakin penting.
K esimpulan yangtidak terelakkan adal ah
kemampuan berorganisasi dari
pemerintah padatingkat terbawah sangat
lemah dan oleh karena itu beban
administratif yang berkaitan dengan
pelaksanaan program sebagian besar
terletak pada pamong praja. Namun

demikian, bahkan Kepala Daerah
memiliki sumber-sumber administratif
yang kecil untuk membantunya dalam
memobilisasi dukungan dan partisipasi
petani.”

Konteks Otonomi Daerah

Data di atas, menggambarkan
betapa terlembaganya ’patron-client’ di
dalam sektor pengairan. Tentu gambaran
sifat patron-client tersebut dapat terjadi
di sektor-sektor lain dan di daerah lain
pula seperti ditulis oleh Rondinelli dan
Ingle (1981) ketika meneliti berbagai
negaradan Afrika Timur dengan sebutan
budaya ’paternalisme’ yang menjadi
ganjalan bagi desentralisasi sebagai
berikut: “These obstacles to effective
program implementation, in turn, can
not be fully explained without
understanding cultural milieu in
which they exist. Paternalism and
deference to authority are extremely
strong in East Africa.” Pertanyaannya
adalah apakah pelaksanaan otonomi
mampu memecahkan problemaini?

Otonomi daerah, seperti kitaketahui
muncul karena adanya instrumen
desentralisasi (Hoessein: 1993, Cheema
dan Rondinelli: 1983, Smith: 1985). Baik
dalam praktek maupun wacana
akademik, instrumen ini memiliki
serangkaiannilai yangingindiraih. Nilai-
nilai tersebut sangat penting dalam
kehidupan bernegara yang beradab
sampai-sampai desentralisasi sendiri
menjadi sepadan dengan nilai-nilai
tersebut (Hossein: 1993). Nilai-nilai yang
dimaksud antara lain: Nation Building,
Demokratisasi, Efisiensi, dan
Pembangunan Sosial -ekonomi.

Masyarakat lokal yang menerima
otonomi dalam satu yurisdiksi wilayah
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tertentu tersebut dikenal sebagai daerah
otonom. Pertama-tama tentu harus ada
demokrasi perwakilan dan kemudian
disusul olehlembaga eksekutif yang akan
menjadi pengendali pemerintahan.
Dalam UU tentang Pemerintahan
Daerah, dikena tigajenisdaerah otonom
di Indonesia: Provinsi, Kabupaten dan
Kota. Demokrasi perwakilan yang
dimaksud diwujudkan melalui lembaga
DPRD di tiga daerah otonom tersebut
dan lembaga eksekutifnya adalah
Pemerintah Daerah masing-masing
yakni KDH beserta perangkatnya yang
memiliki sebutannya masing-masing.
Sehinggakatakunci mengatas problema
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
lokal adalah penyelenggaraan otonomi
daerahitu sendiri.

Hakekat yang dalam dengan
demikian adalah bagaimana
penyelenggaraan otonomi daerah mampu
mengatasi sifat ’patron-client’ yang
merugikan yang muncul diberbagai
lapangan kehidupan masyarakat?

Tidak dianutnya desentralisasi
fungsional dalam praktek pemerintahan
daerah dan otonomi daerah di RI ini,
mengakibatkan keberadaan Kepala
Daerah sebagai pemimpin dan sebagai
manager di dalam pemerintahannya
merupakan jawaban bagi penyeleng-
garaan otonomi dalam mengatasi sifat
tersebut. Kepala Dearah adalah
eksekutif, dan eksekutif adalah penguasa
dari birokrasi —dalam praktek
desentralisasi (teritorial) yang telah kita
kenal sgjak puluhan tahun sekarangini.
Hal ini seperti yang ditulisoleh Ali Akbar
Khan dan Muthallib tentang ukuran bagi
keberhasilan penyelenggaraan otonomi
daerah yang dapat diuji melalui 2 hal,
sebagai berikut: ““One may identify two-

fold tests for sizing up the quality of
performance of local government:
right to self-governance, and efficient
of delivery services....One is political,
the other is administrative...The
critical point is the local executive”.

Dengan demikian sesungguhnya di
tangan Kepala Dagerah terdapat potensi
untuk mel akukan pembenahan tersebut,
kecuali dirinyasendiri terlibat dalam sifat
"patron-client’ lagi pada akhirnya. Jika
KepalaDaerah jugaberadadi sana, maka
ketakutan Olle Tornquist akan adanya
demokrasi bagi para penjahat terjadi.

Betapa Kepala Daerah harus
menguasai persoalan pemerintahan
dalam arti yang sesungguhnya. Seorang
KepalaDaerah dituntut memahami betul
kondis sosid-ekonomi-politik dan budaya
masyarakatnya agar dapat dibawa ke
arah kemajuan. Seorang Kepala Daerah
benar-benar 24 jam dituntut memikirkan
masyarakatnya.

Memahami seluk-beluk patron-
client ini tentu kemudian dicari jalan
pemecahannya. Pemecahan yang efektif
tentu tidak destruktif, bahkan membuat
konstruksi yang lebih menguntungkan
sebanyak-banyaknya pihak. Para
kluuyur, ulu-ulu dan pemantau air mereka
tetap harus diberi rewards bagi
kewajiban-kewajibannya sebagai
pelayan Petani. Tampak sekali diawali
persoalan pemahaman posisi mereka
masing-masing sebagai pelayan, bukan
penguasa semata. Mereka hanya
memiliki wewenang dan tanggungjawab
agar air dapat sampai di wilayah
pertanian sehingga tidak terganggu
panennya.

Kepala Daerah harus mampu
mengembangkan governance yang
mampu memecahkan persoalan patron-

1213

Jurnal Industri dan Perkotaan VVolume XI Nomor 18/Agustus 2006



client yang timbul di sektor tersebut.
Governance saja tidak cukup.
Pembehanan secara institusional dan
menyeluruh harus dil akukan pula, mulai
dari sumberdaya keuangan hingga
sumberdaya manusianya, serta
mekanisme dan prosedur-prosedur
pelayanan yang ada. Kepala Daerah
adalah penyambung kepemimpinan
politik danadministrasi di wilayahnya:
“The executive constitutes a
bridge between the political and
administrativearmsof thelocal
government thereby, combining
two forms of leadership,
political and administrative.
Election and removal of the
executive and the functioning of
the council involve political
process, while direction,
supervision and control of
administration imply
administrative process, varying
with one form of local
government and another.”
(Khan dan Muthallib: 1985)

Kepala Daerah harus mendapat
dukungan dari berbagai pihak. Jika
Kepala Daerah mampu memahami dan
memiliki komitmen untuk mengembang-
kan ke arah kebaikan serta mampu
mengkomunikasikan ke berbagai pihak,
tampak ke arah perbaikan di sektor ini
mudah dilakukan. Persoalannya apakah
Kepala Daerah betul-betul memahami
persoalan yang muncul dan dia sendiri
tidak terlibat dalam ’patron-client’ di
tempatnya. Rondinelli dan Ingle (1981)
menuliskan tentang persoalan perlunya
dukungan berbagai pihak karenaadanya
perilaku dari para birokrat dan

masyarakat yang kadangkala menjadi

kendala dalam pelaksanaan desentra-

lisasi (otonomi daerah):
”Adverse attitudes and
behavior of government
officid stowardthe participation
of rura peoplein devel opment
planning and administration also
underlie many of the obstacles
to implementing decentrali-
zation programs...”

Penutup

Sebagai penutup memang betul apayang
dikatakan Aa. Gym bahwa memperbaiki
segala sesuatu harus dimulai dari diri
sendiri, harus dari sekarang dan harus
dari yang awal (kecil-kecil). Tolstoy
berkata: ”Banyak orang membicarakan
secara serius perubahan dunia, tetapi
tidak mau membicarakan perubahan
dirinya sendiri.” Buat Kepala Daerah,
jika kita akan memajukan Daerahnya
dengan perubahan-perubahan yang
berarti, mulailah dari dirinya sendiri.

Terimakasih.
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